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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 149/PMK.01/2017
TENTANG

MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI

PELAKSANA PAWANG ANJING PELACAK

DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Menimbang :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.01/2015
tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat
bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 17/PMK.01/2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
241/PMK.01/2015 tentang Mekanisme Penetapan
Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan
Kementerian Keuangan, pengaturan mengenai
mekanisme penetapan jabatan dan peringkat bagi
Pelaksana Tertentu dilakukan dengan Peraturan Menteri
Keuangan tersendiri;

bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan mengingat Pelaksana Pawang Anjing
Pelacak di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai  termasuk Pelaksana Tertentu, perlu diatur
tersendiri ketentuan mengenai mekanisme penetapan

jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Pawang Anjing
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Mengingat

Pelacak

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme
Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana
Pawang Anjing Pelacak di Lingkungan Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234 /PMK.01/2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1926);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.01/2015
tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat
bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1950) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
241/PMK.01/2015 tentang Mekanisme Penetapan
Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan
Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 286);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1853);
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MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG MEKANISME
PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA
PAWANG ANJING PELACAK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
JENDERAL BEA DAN CUKAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara
secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

2. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat
CPNS adalah setiap Warga Negara Indonesia yang
melamar dan telah memenuhi syarat-syarat yang
ditentukan untuk menjadi PNS namun masih dalam
masa percobaan sebagai PNS.

3. Pelaksana adalah CPNS dan PNS Kementerian Keuangan
yang tidak menduduki jabatan pimpinan tinggi,
jabatan administrator, jabatan pengawas, maupun
jabatan fungsional.

4. Pelaksana Umum adalah Pelaksana yang menduduki
jabatan yang disyaratkan pangkat/golongan ruang
sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan mengenai
jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan
Kementerian Keuangan.

5. Pelaksana Khusus adalah Pelaksana yang menduduki
jabatan yang disyaratkan masa kerja sebagaimana
ditetapkan dalam ketentuan mengenai jabatan dan
peringkat bagi Pelaksana di lingkungan Kementerian
Keuangan.

6. Pelaksana Tertentu adalah Pelaksana selain Pelaksana

Umum dan Pelaksana Khusus yang menduduki jabatan
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10.

11.

12.

13.

dengan persyaratan tertentu sebagaimana ditetapkan
dalam ketentuan mengenai jabatan dan peringkat bagi
Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan.
Pelaksana Pawang Anjing Pelacak yang selanjutnya
disingkat PPAP adalah Pelaksana Tertentu yang bertugas
melaksanakan operasional pelacakan dan pengelolaan
unit anjing pelacak di lingkungan Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai.

Kompetensi Teknis Pelaksana yang selanjutnya disebut
Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan,
dan sikap/perilaku yang spesifik berkaitan dengan
bidang teknis jabatan Pelaksana, yang dapat diamati,
diukur, dan dikembangkan.

Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai yang selanjutnya disebut Unit Kerja adalah
unit eselon II, eselon III, eselon IV dan eselon V
di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Atasan Langsung PPAP adalah jabatan pengawas yang
langsung membawahi PPAP.

Formasi Jabatan adalah kebutuhan jabatan PPAP
sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan mengenai
jabatan dan peringkat bagi Pelaksana di lingkungan
Kementerian Keuangan serta kebutuhan jumlah PPAP
sesuai dengan jenjang jabatan.

Nilai Prestasi Kerja PNS yang selanjutnya disingkat NPKP
adalah penjumlahan Nilai Sasaran Kerja Pegawai dengan
Nilai Perilaku dengan memperhitungkan masing-masing
bobot sebagaimana ditetapkan dalam = ketentuan
mengenai pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian
Keuangan.

Nilai Kinerja Organisasi yang selanjutnya disingkat NKO
adalah nilai keseluruhan capaian Indikator Kinerja
Utama (IKU) suatu organisasi dengan memperhitungkan
bobot IKU dan bobot perspektif pada unit yang memiliki
peta strategi sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan
mengenai pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian

Keuangan.



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

(1)

(2)

2017, No.1550

Evaluasi adalah proses penilaian oleh Atasan Langsung
PPAP atas pelaksanaan tugas PPAP untuk 1 (satu)
periode evaluasi.

Periode Evaluasi adalah waktu pelaksanaan evaluasi
yang dihitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan
Desember.

Nilai Evaluasi Pelaksana yang selanjutnya disingkat NEP
adalah nilai yang digunakan sebagai dasar penilaian bagi
Pelaksana yang mengacu pada NPKP dan NKO.

Pejabat Penilai adalah kelompok pejabat yang bertugas
melakukan penilaian akhir atas hasil Evaluasi bagi PPAP.
Masa Kerja PPAP yang selanjutnya disebut Masa Kerja
adalah lamanya menjalankan tugas sebagai PPAP di
lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk
1 (satu) Periode Evaluasi.

Waktu Pelacakan adalah jumlah Thari kegiatan
operasional pelacakan PPAP di lingkungan Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai untuk 1 (satu) Periode Evaluasi,
yang dibuktikan dengan surat tugas yang ditetapkan oleh
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang bersangkutan.
Waktu Pelatihan adalah jumlah hari kegiatan melatih
calon anjing pelacak, anjing pelacak, calon PPAP,
dan/atau PPAP di lingkungan Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai untuk 1 (satu) Periode Evaluasi, yang
dibuktikan dengan surat tugas yang ditetapkan oleh
Pejabat Pimpinan Tingi Pratama yang bersangkutan.

Uji Tahunan PPAP adalah kegiatan penilaian atas aspek
umum dan aspek khusus PPAP untuk 1 (satu) Periode

Evaluasi.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN JENIS JABATAN PPAP

Pasal 2
Peraturan Menteri ini mengatur mekanisme penetapan
jabatan dan peringkat bagi PPAP.
Jenis jabatan PPAP terdiri atas:
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a. Pawang Anjing Pelacak Junior;
b. Pawang Anjing Pelacak Senior;
c. Asisten Instruktur Anjing Pelacak; dan

d. Instruktur Anjing Pelacak.

BAB III
JENIS PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT PPAP

Pasal 3
Penetapan jabatan dan peringkat bagi PPAP terdiri atas:
a. penetapan pertama,;
b. penetapan kembali; dan

c. penetapan berdasarkan sidang penilaian.

BAB IV
MEKANISME PENETAPAN PERTAMA JABATAN
DAN PERINGKAT BAGI PPAP

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Penetapan Pertama Jabatan dan Peringkat

bagi PPAP

Pasal 4
Penetapan pertama jabatan dan peringkat bagi PPAP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berlaku bagi:
a. PNS dari luar Kementerian Keuangan yang beralih status
menjadi PNS Kementerian Keuangan dan ditetapkan
sebagai PPAP;
b. Pelaksana Khusus yang berstatus PNS dan ditetapkan
menjadi PPAP untuk pertama kali; dan
c. Pelaksana Umum yang berstatus PNS dan ditetapkan

menjadi PPAP untuk pertama kali.
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Bagian Kedua

Syarat Penetapan Pertama Jabatan dan Peringkat bagi PPAP

Pasal 5

(1) Pelaksana yang ditetapkan pertama kali dalam jabatan
dan peringkat PPAP sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. lulus rekrutmen PPAP;

b. lulus diklat pembentukan pawang anjing pelacak
yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan; dan

c. tersedia Formasi Jabatan PPAP.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekrutmen PPAP dan
diklat pembentukan pawang anjing pelacak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan
Tinggi Madya yang membidangi kepabeanan dan cukai
di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan terlebih
dahulu mendapat rekomendasi dari Pejabat Pimpinan
Tinggi Madya yang membidangi organisasi di lingkungan

Kementerian Keuangan.

Bagian Ketiga
Pemberian Jabatan dan Peringkat pada Penetapan Pertama

bagi PPAP

Pasal 6
Pelaksana yang ditetapkan pertama kali dalam jabatan dan
peringkat PPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
diberikan jabatan dan peringkat sebagai Pawang Anjing

Pelacak Junior.
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Bagian Keempat

Keputusan Penetapan Pertama Jabatan dan Peringkat PPAP

(1)

(2)

(3)

dan Pejabat yang Berwenang Menandatangani

Pasal 7

Penetapan pertama jabatan dan peringkat bagi PPAP

ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi

Madya yang membidangi kepabeanan dan cukai di

lingkungan Kementerian Keuangan, yang ditandatangani

oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membawahi

PPAP yang bersangkutan untuk dan atas nama Pejabat

Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepabeanan

dan cukai di lingkungan Kementerian Keuangan.

Keputusan penetapan pertama jabatan dan peringkat

PPAP  sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

menggunakan format tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Keputusan penetapan pertama jabatan dan peringkat

PPAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan

kepada:

a. Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai;

b. Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
penindakan dan penyidikan di lingkungan Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai;

c. Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
perencanaan dan keuangan di lingkungan Sekretariat
Jenderal,

d. Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi organisasi
di lingkungan Sekretariat Jenderal; dan

e. Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber
daya manusia di lingkungan Sekretariat Jenderal,

paling lama 1 (satu) bulan setelah keputusan penetapan

pertama ditetapkan.
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BABV
MEKANISME PENETAPAN KEMBALI JABATAN DAN
PERINGKAT BAGI PPAP

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Penetapan Kembali Jabatan dan Peringkat
bagi PPAP

Pasal 8
Penetapan kembali jabatan dan peringkat PPAP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berlaku bagi:
a. PPAP yang dimutasi antar Unit Kerja sebagai PPAP;
b. PPAP yang tidak aktif bertugas di Kementerian Keuangan
karena:
1. cutidi luar tanggungan negara,;
2. ditugaskan di luar Kementerian Keuangan; atau
3. diberhentikan sementara dari jabatan PNS,
dan pada saat kembali aktif bertugas di Kementerian
Keuangan ditetapkan kembali sebagai PPAP; dan
c. Pelaksana Umum, Pelaksana Khusus, atau Pelaksana
Tertentu lainnya yang sebelumnya pernah menduduki

jabatan PPAP, dan ditetapkan kembali sebagai PPAP.

Bagian Kedua

Syarat Penetapan Kembali Jabatan dan Peringkat bagi PPAP

Pasal 9

(1) Penetapan kembali jabatan dan peringkat PPAP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a hanya
dapat dilakukan dalam hal Formasi Jabatan PPAP
tersedia.

(2) Penetapan kembali jabatan dan peringkat PPAP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan
huruf ¢ hanya dapat dilakukan dalam hal:

a. Formasi Jabatan PPAP yang berkenaan tersedia;



2017, No.1550

-10-

b. Pelaksana yang bersangkutan memiliki usia di bawah
batas usia paling tinggi pada jabatan PPAP yang
berkenaan;

c. Pelaksana yang bersangkutan tidak pernah
mengundurkan diri dari jabatan PPAP; dan

d. Pelaksana yang bersangkutan tidak pernah lalai

dalam melaksanakan tugas sebagai PPAP.

Bagian Ketiga
Pemberian Jabatan dan Peringkat pada Penetapan Kembali

bagi PPAP

Pasal 10
PPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan jabatan
dan peringkat sama dengan jabatan dan peringkat terakhir

sebagai PPAP.

Bagian Keempat
NEP, Masa Kerja, Waktu Pelacakan dan Waktu Pelatihan pada
Penetapan Kembali Jabatan dan Peringkat bagi PPAP

Pasal 11
(1) NEP pada jabatan terakhir sebagai PPAP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dapat diperhitungkan
pada penetapan kembali sebagai PPAP.
(2) NEP pada jabatan terakhir sebagai PPAP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan huruf c tidak dapat
diperhitungkan pada penetapan kembali sebagai PPAP.

Pasal 12
Masa Kerja, Waktu Pelacakan, dan Waktu Pelatihan yang
belum diperhitungkan setelah penetapan terakhir sebagai
PPAP sampai dengan yang bersangkutan dinonaktifkan, dapat

diakumulasi pada penetapan kembali sebagai PPAP.
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Bagian Kelima

Penghitungan Akumulasi Masa Kerja, Akumulasi Waktu

Pelacakan dan Akumulasi Waktu Pelatihan pada Penetapan

Kembali Jabatan dan Peringkat bagi PPAP

Paragraf 1

Penghitungan Akumulasi Masa Kerja pada Penetapan Kembali

(1)

(2)

(3)

(4)

Jabatan dan Peringkat bagi PPAP

Pasal 13

Akumulasi Masa Kerja pada penetapan kembali jabatan

dan peringkat bagi PPAP sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 huruf a, diperhitungkan sama dengan akumulasi

Masa Kerja yang ditetapkan dalam keputusan penetapan

jabatan dan peringkat terakhir yang dimiliki sebagai

PPAP.

Akumulasi Masa Kerja pada penetapan kembali jabatan

dan peringkat bagi PPAP sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 huruf b dan huruf ¢ diperhitungkan dengan cara

menjumlahkan akumulasi Masa Kerja yang ditetapkan

dalam keputusan penetapan terakhir sebagai PPAP
dengan Masa Kerja setelah penetapan terakhir sebagai

PPAP sampai dengan yang bersangkutan tidak aktif

bertugas sebagai PPAP.

Masa Kerja setelah penetapan terakhir sebagai PPAP

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku ketentuan

sebagai berikut:

a. diperhitungkan 1 (satu) tahun bagi PPAP yang telah
melaksanakan tugas paling singkat 6 (enam) bulan
dalam 1 (satu) Periode Evaluasi; atau

b. diperhitungkan O (nol) tahun bagi PPAP yang
melaksanakan tugas kurang dari 6 (enam) bulan
dalam 1 (satu) Periode Evaluasi.

Penghitungan Masa Kerja sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dilakukan setelah memenuhi 1 (satu) Periode

Evaluasi setiap tahun.
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Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga

berlaku bagi PPAP yang menjalani hukuman disiplin.

Paragraf 2

Penghitungan Akumulasi Waktu Pelacakan pada Penetapan

(1)

(2)

Kembali Jabatan dan Peringkat bagi PPAP

Pasal 14

Akumulasi Waktu Pelacakan pada penetapan kembali
jabatan dan peringkat bagi Pawang Anjing Pelacak Junior
dan Pawang Anjing Pelacak Senior sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, diperhitungkan sama
dengan akumulasi Waktu Pelacakan pada keputusan
penetapan jabatan dan peringkat terakhir yang dimiliki
sebagai PPAP.

Akumulasi Waktu Pelacakan pada penetapan kembali
jabatan dan peringkat bagi Pawang Anjing Pelacak Junior
dan Pawang Anjing Pelacak Senior sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan huruf c
diperhitungkan dengan cara menjumlahkan akumulasi
Waktu  Pelacakan  sebagaimana tercantum  pada
penetapan terakhir sebagai PPAP, dengan Waktu
Pelacakan setelah penetapan terakhir sebagai PPAP

sampai dengan yang bersangkutan dinonaktifkan.

Paragraf 3

Penghitungan Akumulasi Waktu Pelatihan pada Penetapan

Kembali Jabatan dan Peringkat bagi PPAP

Pasal 15

(1) Akumulasi Waktu Pelatihan pada penetapan kembali

jabatan dan peringkat bagi Asisten Instruktur Pawang
Anjing Pelacak dan Instruktur Pawang Anjing Pelacak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a,
diperhitungkan sama dengan akumulasi Waktu Pelatihan
pada keputusan penetapan jabatan dan peringkat

terakhir yang dimiliki sebagai PPAP.
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(2) Akumulasi Waktu Pelatihan pada penetapan kembali

jabatan dan peringkat bagi Asisten Instruktur Pawang
Anjing Pelacak dan Instruktur Pawang Anjing Pelacak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan
huruf c diperhitungkan dengan cara menjumlahkan
akumulasi Waktu Pelatihan sebagaimana tercantum pada
penetapan terakhir sebagai PPAP, dengan Waktu
Pelatihan setelah penetapan terakhir sebagai PPAP

sampai dengan yang bersangkutan dinonaktifkan.

Bagian Keenam

Keputusan Penetapan Kembali Jabatan dan Peringkat PPAP

(1)

(2)

(3)

dan Pejabat yang Berwenang Menandatangani

Pasal 16

Penetapan kembali jabatan dan peringkat bagi PPAP

ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi

Madya yang membidangi kepabeanan dan cukai di

lingkungan Kementerian Keuangan, yang ditandatangani

oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membawahi

PPAP yang bersangkutan untuk dan atas nama Pejabat

Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepabeanan

dan cukai di lingkungan Kementerian Keuangan.

Keputusan penetapan kembali jabatan dan peringkat

PPAP  sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

menggunakan format tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Keputusan penetapan kembali jabatan dan peringkat

PPAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan

kepada:

a. Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai;

b. Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
penindakan dan penyidikan di lingkungan Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai;
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c. Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
perencanaan dan keuangan di lingkungan Sekretariat
Jenderal,

d. Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi organisasi
di lingkungan Sekretariat Jenderal; dan

e. Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber
daya manusia di lingkungan Sekretariat Jenderal,

paling lama 1 (satu) bulan setelah keputusan penetapan

kembali ditetapkan.

BAB VI
MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI
PPAP BERDASARKAN SIDANG PENILAIAN

Bagian Kesatu
Tahapan Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi PPAP

Berdasarkan Sidang Penilaian

Pasal 17
Penetapan jabatan dan peringkat berdasarkan sidang
penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c
dilaksanakan melalui tahapan berikut:
a. Evaluasi bagi PPAP;
b. penilaian bagi PPAP; dan
c. penetapan jabatan dan peringkat bagi PPAP.

Bagian Kedua
Evaluasi bagi PPAP

Paragraf 1
Pelaksanaan Evaluasi bagi PPAP

Pasal 18
(1) Evaluasi bagi PPAP sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 huruf a dilakukan untuk 1 (satu) Periode

Evaluasi.
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Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku

juga bagi PPAP yang sedang menjalani hukuman disiplin.

Evaluasi bagi PPAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan pada bulan Januari tahun berikutnya oleh

Atasan Langsung PPAP yang bersangkutan.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi

Pawang Anjing Pelacak Junior dan Pawang Anjing

Pelacak Senior dilakukan berdasarkan rekomendasi dari

Instruktur Anjing Pelacak dan/atau Asisten Instruktur

Anjing Pelacak pada unit eselon IV yang sama.

Dalam hal Atasan Langsung PPAP yang bersangkutan

berhalangan tetap atau sementara, Evaluasi dilakukan

oleh:

a. Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian atasan
langsung PPAP yang bersangkutan dari pejabat
dengan jabatan yang setingkat dengan atau lebih
tinggi dari Atasan Langsung PPAP yang bersangkutan;

b. pejabat dengan jabatan yang setingkat dengan Atasan
Langsung PPAP yang bersangkutan dalam unit eselon
[II yang sama, dalam hal Pelaksana Tugas atau
Pelaksana Harian yang ditunjuk/ditetapkan tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a; atau

c. pejabat dengan jabatan yang lebih tinggi dari Atasan
Langsung PPAP yang bersangkutan secara berjenjang,
dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b tidak terpenuhi.

Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

disusun berdasarkan format tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini, untuk digunakan sebagai bahan

pertimbangan di dalam sidang penilaian PPAP.
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Paragraf 2
Dasar Evaluasi bagi PPAP

Pasal 19
Evaluasi bagi PPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
huruf a, dilakukan kepada:
a. Pawang Anjing Pelacak Junior dan Pawang Anjing Pelacak
Senior, berdasarkan:
akumulasi Masa Kerja;
akumulasi Waktu Pelacakan;
nilai evaluasi kinerja PPAP;

nilai Uji Tahunan PPAP; dan

S

S. wusia; serta

b. Asisten Instruktur Anjing Pelacak dan Instruktur Anjing
Pelacak, berdasarkan:
1. akumulasi Masa Kerja;

akumulasi Waktu Pelatihan;

nilai evaluasi kinerja PPAP;

nilai Uji Tahunan PPAP; dan

x> e

usia.

Paragraf 3
Akumulasi Masa Kerja pada Evaluasi bagi PPAP

Pasal 20

(1) Akumulasi Masa Kerja pada Evaluasi bagi PPAP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diperhitungkan
dengan cara menjumlahkan Masa Kerja tahun berjalan
dengan akumulasi Masa Kerja pada penetapan terakhir
sebagai PPAP.

(2) Masa Kerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. diperhitungkan 1 (satu) tahun bagi PPAP yang telah
melaksanakan tugas paling singkat 6 (enam) bulan;
atau

b. diperhitungkan O (nol) tahun bagi PPAP yang

melaksanakan tugas kurang dari 6 (enam) bulan.
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(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga

berlaku bagi PPAP yang dijatuhi hukuman disiplin.

Paragraf 4
Akumulasi Waktu Pelacakan pada Evaluasi bagi PPAP

Pasal 21
Akumulasi Waktu Pelacakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 huruf a angka 2 diperhitungkan dengan cara
menjumlahkan Waktu Pelacakan tahun berjalan dengan
akumulasi Waktu Pelacakan pada penetapan terakhir

sebagai PPAP.

Paragraf 5
Akumulasi Waktu Pelatihan pada Evaluasi bagi PPAP

Pasal 22
Akumulasi Waktu Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 huruf b angka 2 diperhitungkan dengan cara
menjumlahkan Waktu Pelatihan tahun berjalan dengan
akumulasi Waktu Pelatihan pada penetapan terakhir

sebagai PPAP.

Paragraf 6
Nilai Evaluasi Kinerja PPAP

Pasal 23

(1) Penghitungan nilai evaluasi kinerja PPAP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan cara
menghitung NEP.

(2) NEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
dengan cara menjumlahkan NPKP dan NKO tahun
berjalan, yang masing-masing memiliki bobot sebagai
berikut:

a. bobot NPKP sebesar 75% (tujuh puluh lima per
seratus); dan

b. bobot NKO sebesar 25% (dua puluh lima per seratus).
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Kriteria NEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. Baik, apabila memiliki NEP paling rendah 85
(delapan puluh lima), dengan NPKP paling rendah 76
(tujuh puluh enam);

b. Sedang, apabila memiliki NEP 70 (tujuh puluh)
sampai dengan kurang dari 85 (delapan puluh lima),
dengan NPKP paling rendah 76 (tujuh puluh enam);
dan

c. Kurang, apabila memiliki NEP kurang dari 70
(tujuh puluh), atau memiliki NPKP kurang dari 76
(tujuh puluh enam).

NEP hanya dapat diperhitungkan bagi Pelaksana yang

telah melaksanakan tugas sebagai PPAP di lingkungan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, paling singkat 6

(enam) bulan pada 1 (satu) periode evaluasi tahun

berjalan.

Paragraf 7
Uji Tahunan PPAP

Pasal 24
Uji Tahunan PPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 terdiri dari penilaian atas:
a. aspek umum; dan
b. aspek khusus.
Aspek umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. kemampuan PPAP dalam melaksanakan tugas pada
jabatan saat ini;
b. kepatuhan atas pelaksanaan tugas sebagai PPAP;
dan
c. kreativitas dan inisiatif.
Aspek khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa potensi PPAP dalam melaksanakan tugas pada

jabatan dan peringkat yang diusulkan.
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(4) Penilaian aspek umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan pada setiap Evaluasi bagi PPAP.

(5) Penilaian aspek khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan pada Evaluasi bagi PPAP yang akan
diusulkan kenaikan jabatan dan peringkat.

(6) Penilaian aspek khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) tidak dapat digunakan untuk sidang penilaian

berikutnya.

Pasal 25
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Uji
Tahunan PPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang
membidangi kepabeanan dan cukai di lingkungan
Kementerian Keuangan, dengan terlebih dahulu mendapat
rekomendasi dari Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi

organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Bagian Ketiga
Penilaian bagi PPAP

Paragraf 1

Pelaksanaan Penilaian bagi PPAP

Pasal 26

(1) Penilaian bagi PPAP sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 huruf b dilakukan dalam sidang penilaian.

(2) Sidang penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan pada bulan Januari setelah Evaluasi
bagi PPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

(3) Dalam hal diperlukan, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
yang membidangi organisasi di lingkungan Kementerian
Keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan
berwenang menetapkan Keputusan Menteri Keuangan
mengenai perubahan batas waktu pelaksanaan sidang

penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
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Paragraf 2
Pejabat Penilai

Pasal 27

Sidang penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26

ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Penilai pada:

a. kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau

b. instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai.

Pejabat Penilai pada kantor pusat Direktorat Jenderal Bea

dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

terdiri dari:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
penindakan dan penyidikan di lingkungan Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai sebagai pimpinan sidang;

b. Pejabat Administrator, atasan dari Atasan Langsung
PPAP yang bersangkutan;

c. Pejabat Administrator lain di lingkungan unit eselon II
yang menangani bidang penindakan dan penyidikan
di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan

d. Pejabat Pengawas yang membidangi urusan
kepegawaian di lingkungan unit eselon II yang
menangani bidang penindakan dan penyidikan
di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pejabat Penilai di instansi vertikal di lingkungan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan
instansi vertikal yang membawahi PPAP yang
bersangkutan sebagai pimpinan sidang;

b. Pejabat Administrator, atasan dari Atasan Langsung
PPAP yang bersangkutan;

c. Pejabat Administrator lain di lingkungan instansi
vertikal yang membawahi PPAP yang bersangkutan;

dan
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d. Pejabat Pengawas yang membidangi urusan
kepegawaian di lingkungan instansi vertikal yang
membawahi PPAP yang bersangkutan.

(4) Sidang penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihadiri oleh paling sedikit 50% (lima puluh per seratus)
dari jumlah Pejabat Penilai sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) atau ayat (3), ditambah 1 (satu) Pejabat Penilai
dan harus dihadiri oleh atasan dari Atasan Langsung

PPAP yang bersangkutan.

Paragraf 3

Rekomendasi Sidang Penilaian

Pasal 28

(1) Sidang penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
menghasilkan rekomendasi, yang terdiri atas:
a. kenaikan dalam jabatan dan peringkat; atau
b. tetap dalam jabatan dan peringkat.

(2) Rekomendasi kenaikan atau tetap dalam jabatan dan
peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan dalam bentuk berita acara sidang penilaian
dengan format yang tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

(3) Rekomendasi kenaikan atau tetap dalam jabatan dan
peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
digunakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai
bahan pertimbangan dalam penetapan jabatan dan

peringkat bagi PPAP.

Paragraf 4
Kenaikan dalam Jabatan dan Peringkat bagi PPAP

Pasal 29
PPAP direkomendasikan untuk mendapat kenaikan jabatan
dan peringkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi oleh Pejabat Penilai

dalam hal:
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memenuhi:

1. akumulasi Masa Kerja dan Waktu Pelacakan dalam
jabatan Pawang Anjing Pelacak Junior, bagi Pawang
Anjing Pelacak Junior yang diusulkan menjadi
Pawang Anjing Pelacak Senior;

2. akumulasi Masa Kerja dan Waktu Pelacakan dalam
jabatan Pawang Anjing Pelacak Senior, bagi Pawang
Anjing Pelacak Senior yang diusulkan menjadi Asisten
Instruktur; atau

3. akumulasi Masa Kerja dan Waktu Pelatihan dalam
jabatan Asisten Instruktur, bagi Asisten Instruktur
yang diusulkan menjadi Instruktur;

memiliki NEP bernilai Baik untuk setiap Periode Evaluasi

yang dipersyaratkan;

memenuhi nilai minimum Uji Tahunan PPAP untuk

setiap Periode Evaluasi yang dipersyaratkan;

tersedia Formasi Jabatan PPAP pada jabatan dan

peringkat yang diusulkan; dan

tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang

atau berat pada saat sidang penilaian.

Pasal 30
Dalam hal Pawang Anjing Pelacak Junior ditetapkan
sebagai Pawang Anjing Pelacak Senior, berlaku
ketentuan:
a. akumulasi Masa Kerja dalam jabatan Pawang Anjing
Senior dihitung O (nol) tahun; dan
b. akumulasi Waktu Pelacakan dalam jabatan Pawang
Anjing Senior dihitung O (nol) hari.
Dalam hal Pawang Anjing Pelacak Senior ditetapkan
sebagai Asisten Instruktur Pawang Anjing Pelacak,
akumulasi Masa Kerja dalam jabatan Asisten Instruktur
Pawang Anjing Pelacak dihitung O (nol) tahun.
Dalam hal Asisten Instruktur Pawang Anjing Pelacak
ditetapkan sebagai Instruktur Pawang Anjing Pelacak,

berlaku ketentuan:
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a. akumulasi Masa Kerja dalam jabatan Instruktur
Pawang Anjing Pelacak dihitung O (nol) tahun; dan

b. akumulasi Waktu Pelatihan dalam jabatan
Instruktur Pawang Anjing Pelacak dihitung O (nol)

hari.

Paragraf 5
Tetap dalam Jabatan dan Peringkat bagi PPAP

Pasal 31

PPAP direkomendasikan tetap pada jabatan dan peringkat

oleh Pejabat Penilai, dalam hal syarat kenaikan peringkat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tidak terpenubhi.

Bagian Keempat

Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat PPAP

Berdasarkan Sidang Penilaian dan Pejabat yang Berwenang

(1)

(2)

(3)

Menandatangani

Pasal 32

Penetapan jabatan dan peringkat bagi PPAP berdasarkan
hasil sidang penilaian ditetapkan dengan Keputusan
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi
kepabeanan dan cukai di lingkungan Kementerian
Keuangan, yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan
Tinggi  Pratama yang membawahi PPAP yang
bersangkutan untuk dan atas nama Pejabat Pimpinan
Tinggi Madya yang membidangi kepabeanan dan cukai di
lingkungan Kementerian Keuangan.

Keputusan penetapan jabatan dan peringkat bagi PPAP
berdasarkan hasil sidang penilaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), menggunakan format tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Keputusan penetapan jabatan dan peringkat bagi PPAP
berdasarkan hasil sidang penilaian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lambat tanggal
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31 Januari pada tahun yang sama dengan pelaksanaan
sidang penilaian dan berlaku surut sejak tanggal
1 Januari.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak

berlaku bagi PPAP yang dimutasi pada bulan Januari dan

belum dilakukan sidang penilaian.

Keputusan penetapan jabatan dan peringkat bagi PPAP

berdasarkan hasil sidang penilaian sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling lambat tanggal

31 Januari pada tahun yang sama dengan pelaksanaan

sidang penilaian dan berlaku surut sejak tanggal mutasi

PPAP yang bersangkutan.

Keputusan penetapan kembali sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), disampaikan kepada:

a. Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai;

b. Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
penindakan dan penyidikan di lingkungan Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai;

c. Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
perencanaan dan keuangan di lingkungan Sekretariat
Jenderal,;

d. Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi organisasi
di lingkungan Sekretariat Jenderal; dan

e. Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi sumber
daya manusia di lingkungan Sekretariat Jenderal,

paling lama bulan Februari di tahun yang sama dengan

pelaksanaan sidang penilaian.
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BAB VII
MUTASI PPAP KE DALAM JABATAN SELAIN PPAP

Bagian Kesatu

Jenis Mutasi PPAP ke dalam Jabatan Selain PPAP

Pasal 33

Mutasi PPAP ke dalam jabatan selain PPAP terdiri atas:
a. Mutasi PPAP ke dalam jabatan selain PPAP berdasarkan

hasil sidang penilaian; dan

b. Mutasi PPAP ke dalam jabatan selain PPAP bukan

(1)

(2)

(3)

berdasarkan hasil sidang penilaian.

Bagian Kedua
Mutasi PPAP ke dalam Jabatan selain PPAP

Berdasarkan Hasil Sidang

Pasal 34
PPAP yang ditetapkan tetap pada jabatan dan peringkat
berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31, harus dimutasi ke dalam jabatan Pelaksana
selain PPAP dalam hal:
a. memiliki NEP bernilai kurang selama 1 (satu)
Periode Evaluasi terakhir; atau
b. tidak memenuhi nilai minimum Uji Tahunan PPAP
selama 1 (satu) Periode Evaluasi terakhir.
Mutasi PPAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender
setelah tanggal penetapan hasil sidang penilaian.
PPAP yang dimutasi ke dalam jabatan selain PPAP
karena syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak dapat ditetapkan kembali dalam jabatan dan
peringkat PPAP.
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Bagian Ketiga
Mutasi PPAP ke dalam Jabatan selain PPAP bukan

Berdasarkan Sidang Penilaian

Pasal 35
PPAP harus dimutasi ke dalam jabatan dan peringkat
Pelaksana selain PPAP dalam hal:
a. melebihi batas usia maksimal pada jabatan saat ini;
mengundurkan diri dari jabatan PPAP; atau
c. lalai dalam melaksanakan tugas dan dibuktikan
dengan Surat Keterangan Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama di kantor pusat/lingkungan instansi vertikal.
PPAP yang telah dimutasi ke dalam jabatan dan
peringkat Pelaksana selain PPAP, tidak dapat ditetapkan
kembali dalam jabatan dan peringkat PPAP.

BAB VII
FORMASI JABATAN

Pasal 36
Formasi Jabatan PPAP sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf c, Pasal 9, dan Pasal 29 huruf d
ditentukan dengan:
a. mengidentifikasi kebutuhan jenis jabatan PPAP; dan
b. menghitung kebutuhan jumlah PPAP pada
masing-masing jenis jabatan.
Penghitungan kebutuhan  jumlah PPAP  pada
masing-masing jenis jabatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan
mempertimbangkan:
a. analisis beban kerja PPAP; dan
b. ketersediaan anjing pelacak pada masing-masing
Unit Kerja.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Formasi Jabatan PPAP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi
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kepabeanan dan cukai di lingkungan Kementerian
Keuangan, dengan terlebih dahulu mendapat
rekomendasi dari Pimpinan Tinggi Madya yang
membidangi organisasi di lingkungan Kementerian

Keuangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pelaksana Umum yang telah menjalankan tugas

sebagai Instruktur, Senior Dog Handler, atau Dog

Handler di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan, dapat

ditetapkan dalam jabatan dan peringkat PPAP dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. Dog Handler ditetapkan jabatan dan peringkat
sebagai Pawang Anjing Pelacak Junior;

b. Senior Dog Handler ditetapkan jabatan dan
peringkat sebagai Pawang Anjing Pelacak Senior;
dan

c. Instruktur ditetapkan jabatan dan peringkat sebagai
Instruktur Anjing Pelacak.

Pelaksana Umum yang telah menjalankan tugas

sebagai Instruktur, Senior Dog Handler, atau Dog

Handler di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan

dengan Surat Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi

Pratama yang membidangi penindakan dan penyidikan

di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Penetapan jabatan dan peringkat PPAP sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sampai

dengan bulan Desember pada tahun Peraturan Menteri
ini ditetapkan.

Penetapan jabatan dan peringkat PPAP sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan keputusan

penetapan kembali PPAP karena penyesuaian jabatan
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dan peringkat, sesuai dengan format dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 38

(1) Masa Kerja, Waktu Pelacakan, dan Waktu Pelatihan
bagi Pelaksana Umum yang telah menjalankan tugas
sebagai Instruktur, Senior Dog Handler, atau Dog
Handler di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai, dapat diakumulasi untuk diperhitungkan sebagai
akumulasi Masa Kerja, Waktu Pelacakan, dan Waktu
Pelatihan yang bersangkutan pada jabatan dan peringkat
yang baru.

(2) Masa Kerja, Waktu Pelacakan, dan Waktu Pelatihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakumulasi
terhitung mulai tanggal Pelaksana Umum yang
bersangkutan ditetapkan pada jabatan terakhir sesuai
dengan Surat Keputusan Pimpinan Tinggi Pratama yang
membidangi penindakan dan penyidikan di lingkungan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 39
Hasil Evaluasi Tahunan bagi Pelaksana Umum yang telah
menjalankan tugas sebagai Instruktur, Senior Dog Handler,
atau Dog Handler di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan
Cukali, terhitung mulai tanggal Pelaksana yang bersangkutan
ditetapkan pada jabatan terakhir sesuai Surat Keputusan
Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi penindakan dan
penyidikan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,
dapat digunakan sebagai hasil penilaian aspek umum Uji

Tahunan PPAP pada jabatan dan peringkat yang baru.
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Pasal 40
NEP bagi Pelaksana Umum yang telah melaksanakan tugas
sebagai Instruktur, Senior Dog Handler, atau Dog Handler di
lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, terhitung
mulai tanggal Pelaksana yang bersangkutan ditetapkan pada
jabatan terakhir sesuai Surat Keputusan Pimpinan Tinggi
Pratama yang membidangi penindakan dan penyidikan di
lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dapat
digunakan sebagai salah satu hasil Evaluasi apabila
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

23 ayat (4).

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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PERA’ MENTERI BEUANGAR NOMOR 149{PMK.01 /2017
TENTANG MEKANISME PENETAPAR JABATAR DAN PERINGKAT BAGI
PEl

A. HASIL EVALUASI BAGI PELAKSANA PAWANG ANJING PELACAK A PAWANG G PELACAK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT

JABATAN DAN PERINGKAT LAMA VALUASI TAHUN 20xx
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DT JABATAN | PERINGKAT | TMT Kerja Pelacalan | Pelatinan | NPKP | NEO | NEP Aspek | Aspex | Usia(Tahun)
[Tahun) (Hari) (Fari) Umum | Khusus
2) (3) 4] (8] 16] (7) (8) 9] (10} 0 (2] (13) (14} (15)
Instruktur 1
M. Pakbrul/ | prijing Janasi 4 - 398 90 | 85 | g2 | Lulus . 30
Pelacak 2014

Asisten 1

Meinicko/ Instruktur : 80

1983, Anifitig J:g\lx;n 2 200 75 as s 8 Lulus 35
Pelacak

Asep/ r:ﬂfnnr ! 97

sep, njing .

ekl Folater: g 3 310 - 99 | 95 | (naig | Lol | Lulus 28
Ganin &
Pawang 1

Bintang/ Anjing . p 79,25 Tidak

1996.., P Jﬂng‘;:n 2 120 - 74 95 s 9 T fiow, - 22
Junior

Mengetahui, Alasan Langsung

Atasan dari Atasan Langsung,

aod o LOTD s
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KETERANGAN:

(1) Nemor urut,

(21 Namadan NIP PPAP yang dinilai,

(3) Jabatan FPPAP sebagaimana tercantum di dalam SK penetapan jabatan dan peringkat
terakhir

4)  Peringkat jabatan PPAP sebagaimana tercantumi di dalam SK penetapan jabatan dan
peringkat terakhir.

(5) TMT jabatan dan peringkat PPAP sebagaimana tércantum di dalam SK penetapsn jabstan
dan peringkat terakhir,

(6) Akumulasi Masa Kerja PPAP (dalam tahun) pada saat dlevaluasi. Masa kerja diperhitungkan
1 (satu) tabun bagi PPAP yang telah melaksanakan tugas paling singkat 6 (enam) bulan

dalam 1 (satu) Periode Evaluasi, atau diperhitungkan © (nol) tahun bagi PPAP yang
melaksanakan tugas kurang dari 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) Periede Evaluasi.,

(7)  Akumulasi Waktu Pelacakan bagi Pawang Anjing Pelacak Junier dan Pawang Anjing Pelacak
Senior pada saat dievaluasi. Bagi Asisten Instruktur Anjing Pelacak dan [nstruktur Anjing
Pelacak, kolom i dikesongkan,

(8) Akumiilasi Waktu Pelatihan bagi Asisten Instruktur Anjing Pelacak dan lnstruktur Anjing
Pelacak pada saat dievaluasi, Bagi Pawang Anjing Pelacak Junior dan Pawang Anjing
Pelacak Seniar, kolom ini dikosongkan,

(9)  Penjumlahan Nilal Sasaran Kerja Pegawai dengan Nilai Perilaku dengan memperhitungkan
masing-masing bobot sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan mengenai pengelolaan
kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan.

(10) Nilai keseluruhan capaian [ndikator Kinerja Utama (IKU) suatu organisasi dengan
memperhitungkan bebot KU dan bobot perspektif pada unit yang memiliki peta strategi
sebagammana ditetapkan dalam ketentuan mengenai pengelolaan kinerja di lingkungan
Kementerian Keuangan.

(11) Hasil perjumlalian dari NPKP pada kolom (9) dan NKO pada kolom (10), yarig telah dibobot
masing-masing 75% untuk NPKF dan 25% untuk NKO, Kriteria NEF meliputi.

a, Baik, apabila memiliki NEP paling sedikit 85 (delapan puluh lima), dengan NPKF paling
sedikit 76 (tujulb puluh enam);

b. Sedang, apabila memiliki NEP 70 (tujuh puluhl) sampai dengan kurang dari 85 (delapan
pulub limaj, dengan NPKP paling sedikit 76 (tujuh puluh enam); atau

¢. Kurang, apabila memiliki NEP kurang dari 70 (tujubl puluh),atau memiliki NPKF kurang
dart 76 (fujuh puluh enam).

(12)  Hasil penilaian wji tahunan bagl PPAP, yang terdifi atas aspelk tumuim.
(13) Hasil penilaian uji tahunan bagi PPAP, yanig terdiri atas aspek khiusuis,
(14) Usia PPAP pada saat disvaluasi,

(I5) Keterangan lain yang perlu dicantumlbkan.

(16) Tempat dan tanggal penetapan.

(17) Nama dan NIPatasan dari atasan langsung PPAP;

(18) Nama dan NIP-atasan langsung dari Pelaksana Pawang Anjing Pelacak.
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B. CONTOH BERITA ACARA HASIL SIDANG PENILAIAN PELAKSANA PAWANG ANJING
PELAGAK

KOP SURAT

BERITA ACARA HASIL SIDANG PENILAIAN
PELAKSANA PAWANG ANJING PELACAK
NOMOR BA-  fxx/20..,

Pacla hari ini, Rabu tanggal .. Januari 2018, bertempat i Ruang Rapat Kepala Kantor
Wilayah' Direkterat Jenderal Bea dan Cukai ..., Gedung ..., telah dilaksanakan sidang penilaian
dalam rangka penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Pawang Anjing Pelacalk di Kanter
Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ..., dengan uraian sebagai berikut:

1. Rapatdipimpin oleh - (Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai ..., Pimpinan Sidang)
2.  Peserta Rapat : Lo 5 Kepala Bidﬂﬂg
Pejabat Penilas 2 » Kepala Bidang ....
G st s ,; Kepala Bidang .. .
4, .. o>, KEPElE Bagian Umitim
B, sevnes s, KEpala Subbagian Kepegawaian

3, Hasil penilaian atas Pelaksana Pawarng Anjing Pelacak di Kantor Wilayah Direktarat Jenderal Bea
dan Cukai ... adalah sebagaimana tercantum dalam La_mpiran Berita Acara lni.,

4, Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 3 digunakan sebagai dasar penetapan
Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi
Pelaksana Pawang Anjing Pelacak di Kanter Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ... yang
penetapannya dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ... atas
nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Dernikian Berita Acara ini dilyuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

R 1
NIP .. onies comomens

B v Dl it vanminevanmnnecs i
NIP oo,

8. Bl ot oot s s

4, A v o s s

5. Si wonvee e e e
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Lampiran
Berita Acara Hasil Sidang Penilaian Pelaksana
Pawang Anjing Pelacak
Nomor ...
HASIL PENILAIAN PELAKSANA PAWANG ANJING PELACAK Tanggal ...
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ...
Jabatan dan Peri Lema Hasil Evaluasi Tahun 20xx Hasil Penilaian Tahun 20xx
" Nama/NIP Pl 1 pale 5 —— Hasil Uji Talonan o & Keterangan
o | g8 | Jebatan | Pedingkat | TMT ?:‘.;: . A || MEER Sl ::::' Tm‘d:'ek (Totnaey | Rekomendasi | abaten | peringkat
i) i) P
(Tahun) (Hari) (Hari) ;o i
[0} @ (€] @ (6] @] (] (6] [C] {10) i (3] 3 {14 {15] (16)
M. Instruktur 1 03 (Baik)- Lulus- Tnstruktur
1. | Fakhral) Anjing Januari a - 398 94 [Baik}- Lulus- 39 Tetap Anjing
1979... Pelacak 2017 93.75 (Baik) Lulus Pelacak
Asisten 2 » " Amsten
Memcko, Trstruktur . 95 (Baik)- Lulus- :
% 1983... Anjing "}5‘;‘7"‘ 2 - a0 80 (Sedang) Lulus L] Tetep Asijing
Pelacak
Paeiing 1 5 (Baik)- Lulus- Aepe
o | fups | Agng Jamari | 3 310 - 9 (Baik) | Lals | Lulos | 28 Male | M
Sevi 2017 97 (Baik) Lulus Pel
Pawang 1 o1 (Baik}- [ Pawang Ditekamendasikan
Bintang, Anjing § . Anjing unfuk dimutasi
4, 2 Januari 2 120 = 7925 Tidak 22 Tetap ¥
1996,,, Pelacal o Pelacak adi Pelaksana
o vey 2017 (Sedang) Lulus iy me o g
5. dst.
Ketere

¥ Diurutken deri hasil penilason tahun terlama Linggs tahun terbaru,
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¢, CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN PERTAMA JABATAN DAN PERINGKAT BAGI
PELAKSANA PAWANG ANJING PELACAK

KEPUTIISAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CURAIT
NOMOR 000

TENTANG

PENETAPAN PERTAMA JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA PAWANG ANJING PELACAK
DI LINGKUNGAN. EANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI . e

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAL,

Menithbang :  bahwa dalam rangka penibinaan pegawat sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan NOmor .....ouuiwn... 'S tentang
Mekanismé Penctapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Pawang Anjing Pelacak di Lingkungan Direktoral Jenderal Bea
dan Cukai, perlu menetapkan Keputusan Direkinr Jenderal Bea dan Cukai tentang Penctapan Pertama Jabatan dan
Per:mgkat ba.gl Pelaksana Pawang Anjing TPelacak i Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

-

Mengingat 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomior w.. s M tentang Ot ganisasi dan Tafa Kerja Kementerian Kenangan;
2, Peraturan Menteri Kenangan NOmor ... 51 tentang Orgamsasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai:
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ool tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi
Pelaksana Pawang Anjing Pelacak di Lingkungan' Direktorat Jenderdl Bea dan Cukai;
4, Keputusan Menteri Keuangan NOWEOF ... ® tentang Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan

Kementerian Keuangar:
Memperhiatikan: Keputusan mengenai PNS: alih status dari Kementerian lain.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENETAPAN PERTAMA JARATAN DAN PERINGKAT BAGI

PELAKSANA PAWANG ANJING PELACAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
)

PERTAMA i Menetapkan Pelaksana Pawang Anjing Pelacak di lingkungan Kanltor Wilayah Divektorat Jenderal Bea dan Cukal ..
1% yang namanya schagaimana tercantum dalam lajur ... 7 dengan jabatan dan peringkat sebagaimana dmzzaksud dalam
lafur .« 7 dan . M sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputnsan Direltin Jenderal Bea dan Cukai ini.

KEDUA ¢ Dalam melaksanakan mgasnya, para Pelaksana Pawang Anjing Pelacak sebagaimana dimaksud datam Dikrum PERTAMA
berpedoman pada uraian jabatan untuk masing-masing jabatar,

KETIGA ¢ Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukaj imi mulai berlaka S wni ([

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan'Cukai ini disampaikan kepada:

Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai!
Direktur Penindakan dan Penyidikan;

Kepala Bira ,,, 2l

Kepala Biro ... ¢ dan

5. Kepala Biro ... 1

B

Petikan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampailan kepada yang bhersangkutan untule diketahui dan
digunakan schagaimana mestinya.

Ditetapkan di .,

pada tanggal ....

am,  Direktur Jenderal Bea dan Cukai
i)
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KETERANGAN:
(1) Nomor Keptitusan Direktur Jernderal Bea dan Cukal.
2) Nama Unil Kerja setingkat eselon 11,

(3) Netuor Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekénisme Penstapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Pawang
Anjing Pelacak di Lingkungan Direltorat Jenderal Bea dan Culkai’l,

(4) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Orgamsasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan'l

(S) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasidan Tata l{mﬁ—a Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan
ke

(6) Nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Jabatan Dan Peringkal bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian
Keuangan'

(7) Noraor lajur sesuai dalam tabe] lampiran: Keputusan Divektur Jenideralani;
(8)  TMT pelaksana yang bersangkutan ditetapkan sebagai PPAP untuk pertama kali.
(9)  Pimpinan Unit Eselon U di lingkungan Selretariat Jenderal yang menangani perencanaan’dan keuangan.
(19)  Pirapman Unit-Eselon [ di ingkungan Sekretariat Jenderal yang menangani organisasi.
(11) Pimpinan Unit Eselon T di lingkungan Sekretariat Jenderal yang menangani sumber daya manusia.
[12) Tempat Penetapan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana,
(13) Tanggal Penctapan Kepuhisan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana.
(14) Jabalan pimpinan unit eselan [1.
(15)  Neama pimpinan unit eselon Il
(16) NIP Pimpinan unit eselon 11

*) Pada saat akan menyusun Keputusan Penetapan Jahatan dan Peringkat bagi Pelaksena Pawang Anjing Pelacak, perlu
memperbaharni Peraturan sebagaimana pada angka 3, 4,5 dan'6;
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LAMPIRAN
KEPUTIISAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAL
(OMOR.

PENETAPAN PERTAMA JABATAN DAN
PERINGKAT BAGI PELAKSANA PAWANG ANJING PELACAK
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL BEA DAN CURAT ...........

PNS dari Juar Kementerian Keuangan yang beralih status menjacdi PNS Kementerian Keuangan dan ditetapkan sebagai Pelaksana Pawang Anjing Pelacak

No. Nama/NIP Usia (Tatmo) Jahatan Peringlat Keterangan

(i1} X ©) 18] {6) (]

1 Wibawaf 1995... 28 Pawang Anfing Pelacak .Junior PHS alih status dani Kementeran ...
z Fandi] 1008... 20 Pawang Anjing Pelacek Jumior PNS alih statis dari

Pelaksana Khusus atau Pelaksana Unmum yang ditetapkan menjadi Pelaksana Pawang Anjing Pelacak untuk pertama kali

No. Hama Usia (Tabun) Jabatan Peringkat Keterangan
(] @l ) G) ©)

SR |/ SR
7 z Memiliki NEP talnm 2017 yang belum digunaken
1, | Wawen/1998.., 20 Paweng Anjing Pelacalc Junior i AR L W tup 99,

Scbelumnya Pelakaana Kiasus dengan jabatan
2. | HBudafieor.. 21 Pawang Anjing Pelacal Junior Rokoekariy el 1L Moo HP nihvia 20LF

an Drrektur Jenderal Bea dan Cukai
e I8
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D. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN KEMBALl JABATAN DAN PERINGKAT BAGI
PELAKSANA PAWANG ANJING PELACAK

KEPUTIISAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CURAIT
NOMOR voresene (U
TENTANG

PENETAPAN KEMBALI JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA PAWANG ANJING: PELACAK
DI LINGKUNGAN. EANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ... "

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAL,

Memimbang ¢ bahwa dalam rangka pembinaan pegawal sebagal pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
AR ¥ tentang Mekanisme Pénstapan Jabatan dan Peringkat bagi Pélaksana Pawang Arijing Pelacak di
Lingknngai Direkiorat Jenderal Bea dan Cukai, perlu menetapkan Kepntusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
tentang Penetapan’ Kembali Jabatan dan Permgkat bag1 Pelaksana Pawang Anjing Pelacak di Lingkungan Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Beadan Cukai .. SRS .1
Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Noamor . .l tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan;
2. Peraturan Menteti Keurangan NOMoOr <o 51 tentang Orgamisasi dan Tata Kena histansi Vertikal

Direktorat Jenderal Bea dan Culkai:

Peratiiran Meriteri Kenangan Nomar .3 tentang Mekanisme. Penetapan Jabatan dan Peringkat
'bag Pelaksana Pawang Anjing Pelacak i [Angkungan Direktorat Jenderal Peaan Culea;

Keputasan Menteri Keuangan NOMOr ... © teutang Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di
Lingkungan Kementerian Keuartgan!

@

»

Memperlatikan : Keputusan mengena mutasi amtar unit sebagai Pelaksana Pawang Arjing Pelacak: atau

Eeputusdn mengenai pengaktifan kembali di Kementerian Kenangan sebagal Pelaksania Pawang Atjing
Pelacak dari cuti di laar tangguntgan wegara; ditugaskan di luar Kementerian Keuangan,; atau diberhentiken
sementara dari jabatannya; atau

3. Keputusanmutasi Pelaksana Khusus atan Pelaksatia Unrtun menjadi Pelalssana Pawang Anjing Pelacals,

e

MEMUTUSKAN

Menetapkanr @ KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENETAPAN KEMBAL] JABATAN DAN
‘ PERINGKAT BAGI PELAKSANA PAWANG ANJING PELACAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL BEA DAN CUKAL v @

PERTAMA ¢ Menetapkan Pelaksana Pawang Anjing Pelacak di lingkungan Kanter Wilayaly Direkrorar Jenderal Bea dan
Cukal v 2 yang famanya sebagaimana tetcantuin dalam lajur ... 7 dengan jabatan dén peringkst
sebagam’rana dimaksud dalam lajur ... 7 dan .. 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakern
bagian yang tidak terpisahken dari K I’ep utusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini. )

KEDUA ¢ Dalam melaksanakan tugasnya, para Pelaksana Pawang Anjing Pelacalk sebagaimana dimaksud dalam’ Diktum
PERTAMA berpedomarn pada uraian jabatan untuk masing-masinig jabatan.

KETIGA ¢ Keputnsan Direktii Jenderal Bea dan Cukai ini mnlai berlakn , el

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cuka ini disampaikan kepada:
1. Sckretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai!

2. Direktur Penindakan dan Penyidikan;

3. Kepala Biro .., 2l

4, Kepala Biro ... 1% dain

S, Kepala Biro ... 1

Petikan Keputusan Direktur Jenderdl Bea dan Cukai ini disampeikan kepada yang bersanglutan untuk
diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ..,,,., 12
pada tanggal ... 113

an, Direktur Jenderal Bea dan Cukai

L, Lh

B -
BEER iunawisiin winisinaaw {84
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KETERANGAN:

(6)

(7)

8)

(@)
(1@)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

Nomor keputusan Direktur Jenderal Bea den (€ ukai.
Nama Unil Kerja setingkat eselon 11,

Netor Peraturan Mefiter! Keuangan tentang Mekdnisme Penetapan Jabatan dan Pecingkat bagi Pelaksana Pawaig
Anjing Pelacak di Lingkungan Direltorat Jernideral Bea dan Culkai’l,

Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Orgamsasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan'l

Nomor Peraturan Menteri Keuangan temtang Organisasi/dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea'dan
Cukai 'l

Nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang .Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di lingkungen Kementerian
Keuangan'

Noraor lajur sesuai dalam tabe] lampiran: Keputusan Divektur Jenideralani;

TMT peleksana yang bersangkutan diangkat menjadi PPAP,

Pimpinan Unit Eselon 1 di lingkungan Sekretariar Jenderal yang menangani perencanaan dan keuangan.
Pirapinan Unit Eselon [l di lingkungan Sckretariat Jerderal yang menangani organisasi.

Pimpinan Unit Eselon T di lingkungan Sekretariat Jenderal yang menangani sumber daya manusia.
Tenipat Penetapan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana,

Tanggal Penctapan Keputiusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana

Jabatan pimpinen unit eselon I1.

Nama pimpinan vunit eselon 1L

NIP Pimpirnan umnit eselon 11

#) Pada saat akan menyusun Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Pawang Anjing Pelacak, perlu
memperbaharni Peraturan sebagaimana pada angka 3, 4,5 dan'6;
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR......
TENTANG PENETAPAN KEMBALI JABATAN DAN
PERINGKAT PELAKSANA PAWANG ANJING PELACAK
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL BEA DAN CUKAI . .
A.  Pelaksana Pawang Anjing Pelacak yang Dimutasi Antar Unit Kerja
Jabatan dan Peringkat Lama Jabatan dan Peringkat Baru Keterangan
No. Nema/NIP . o )
Jabatan Peringlat TMT Unit Ketja Jabatan Peringkat
) (2) @ () ®) 16) (g @) [C)]
. Kantor Wilaysh DJBC Bali. X a5
Asisten Instruktur 1 Januart Asisten Instruktur Anjing
1 | M, Faklyul/ 1985... : Nusa Tenggara Barat dan
Anjing Pelacak 2017 News T - soibin Pelacak
S 5 = Kantor Pelayanan Utama B =
s Asisten Instruletur 1 Januari e Asisten [nstraktur Anjing
2. | Meimicko/ 1990..... Anjing Pelacak 2017 Ke-dmaeluz’ﬁpeﬂ ot
- " Kantor Wilayah Direktorat -
Asep/ Pawang Anjing Pelacal 1 Januari s Pawang Anjing Pelacals
% [Sem ety 5017 Jenderal i:hdm Cukai el
B. Pelaksana Pawang Anjing Pelacak yang Diaktifkan Kembali i K ian K sebagai Pelak Pawang Anjing Pelacak dari Cuti di Luar Tanggungan

Dari a

Negara, Ditugaskan ¢li Luar Kementerian Keuangan, atau Dibert

Penambahan Masa Kerja. Waktu Pelacakan.

Jabaran dan Pcnnggm pada Pe.nzmp-n Terakhr -a‘b,gu PPAP danatan Wakin Pelstihan onal dif Jabaran dan Peringkat Baru :grda.h Aktif Bertugas Kembal
- sebelum ditetapkan Tidak Aktil Bertugas sebagai PPAP Tidale At Borte w”“‘m@ I PA:"‘P“‘" sebagai PPAP
Nemaj NP Akumulasi | Akumulasi s i ]
s ’ Akumulass TMT Tidak | Masa Waln Wakra " Akimulasi g
Jubaten | PG | Nage Roja | PRI Wakisi Atif Kesia | Pescaken | Peltihen | Jabutan | PZ0€ | Muys Reyia | WoIT Walkia
kat (Taliun) Pelacakan Pelatihan Bertugas | (Talun) {Hari) (Hasi) Jat (Tahun) Pelacakan Pelatihan
(Hari) {Hari) (Hawi). (Hari)
(1) 2) (3) (1) 5 (6} (7} (8] [C] (10) i (12} (13) (D] (13) (16) (17)
1. | Hadi Asisten 1 Asisten
Wibowo/ 1985 | (natruktur . R . - . : - Instruktur R
Adjing 2 305 Segtg]x;ber 1 25 higing 3 330
Pelacak
3. | Fandi/1989.. | Asisten Anisten
(natruktur 1 April Instruktur
Acling 3 310 P i 0 - 3 Anjing 3 315
Pelacal Pelacak
BT, [
e, Mutasi Pelaksana Khusus dan Pelak Umum yang sebel pernah menduduki jabatan Pelaksana Pawang Anjing Pelacak dan ditetapkan kembali sebagai

Pelaksana Pawang Anjing Pelacak

. = Penambahan Masa Kerja, Waktu Pelacakan.
Jabatan dan Peringket pada Penctapan Teraklur sebager PPAP dan/stan Wekin Pelatihan s > . . y "
3 v . pada saat dinrutasi Jabatan dan Peringkat Baru setelah Aktif Bertngas Kembali
sebelum dimutasi sebagai P;ln:::n- Khusus ata Pelaksana scipagss Pelnbsans Khusus arao Pelaiens sehagai PPAP Keterangan
Umum
No. Nama/NIP - = -
g | Mewoless | Akmciasi | Aenimasi | ML gaes | el Walktit . i | e 0
Jabatan ""k:t‘g Masa Kerja | o5 : ¢ Koga | Pelacakan | Pelatihan | Jabatan | (O Masa Kerja Pek"“"“ el
(Tahunj acalcan | Feletihan Nl | (Hari) (Hari) (Tabun) oalan Felatihan
(Hari) (Hari) Bertugas (Hari) (Hari)
(1) @) 8) (4) (5) (6) (7} 8) @) (10) (11) (12) (13) {14) (15) (16) a7
1. | Hadi Asisten Asisten
bowo/1985.. | struk- 1 Instruk-
B tur 1 = 205 Oktober 1 - 30 tur 2 - 325
Aujing 2010 Aujing
Pelacak Pelacal
2, | Fandif 1989, Asisten Asisten Ve
Instro 1 Instrok-
ktur 2 - 300 Februati o = 25 tur 2 < 325
Anjing 2013 Anjing
Pelacak Pelacak

am. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
vonpp— |
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E. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA
PAWANG ANJING PELACAK BERDASARKAN HASIL SIDANG PENILAIAN

KEPUTIISAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CURAIT
NOMOR ... w

TENTANG

PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGL PELAKSANA PAWANG ANJING PELACAK
BERDASARKAN HASIL SIDANG PENILAIAN
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAT v

DIREKTUR JENDERAL BEA DAR CUKAI,

Menimbang t bahwa dalam rangkas pembinaan pegawal sehaga pelaksanaan Peraturan Menter] Keuangan Nomor i &l
tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Pawang Anjing Pelacak di ngku_ugan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang
Penctapan Kembali Jabatan dan Peringkat Pelaksana Pawang Anjing Pelacak berdasarkan hiasil sidang penilaian
di Lingkungan Karitor Wilayah Diréktorat Jenderal Bea dan Cukai oo aisisiiai (2

Htentang Organisasi'den Tata Kerja Kementerian Keuangan;
v B tertang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal

1, Peraturan Menteri Keuangan Nemor .,,,

2. Peraturan Menteri Keuangan Namaor
Direkiorat Jenderal Bea dan Cukait

3. Peratnran Menteri Kenangan Nomor .. Bl tentang Mekanisme. Penetapan Jabatan dan Peringkat
lragi Pelaksana Pawang Anjing Pelacak di Imgkxmgan Direktarat Jenderal Bea dan Cukai}

4, Keputusan Menteri Kewangan NOomor ... ' tentang Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di
Linglkungan Kementerian Keuangan)

Mengingat i

Betita Acara Hasil Sidang Penilaian Pelaksana Pawang Anjing Pelacalk di Lingkungan Kartor Wilayalh Direktoral
Jenderal Beadan Cukal .o 2 Nommor BA- /X[ 20...

MEMITTTISKAN;

Menetapkan i EEPUTUSAN DIREETUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENETAPAN KEMBALI JABATAN DAN
PERINGKAT BAGI PELAKSANA PAWANG ANJING PELACAK BERDASARKAN HASIL SIDANG PENILAIAN DI
LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAL . vvuswssnmiernn 2

PERTAMA i Menetapkan Pelaksana Pawang Anjing Pelacak di lingkungan Rantor Wilayal Direktorat Jenderal Bea dan Crkai
v B yarg namanya sebagaimana tercartum dalam lgjur . 7 dengan Jabatan dan peringkat sebagaimana
chwksud dalam lajur R dan ., M sebagamana tercantum dalam Lampiran yang merupakan hagian yang tidak

terpisalikarn dari I&ept(tusaﬂ Dlrakrur Jenderal Bea dan Culkal ini.

KEDUA ©  Dalam melaksamakarn tugasnya. para Pelaksana Pawang Anjing Pdalacak sebagaimana dimaksud. dalam Diktum
FERTAMA berpedoman pada uraian jabatan uituk masing-masing jabatan.

KETIGA i Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai i mulai berlaleu pada tanggal ditetaplean dan berlaku surut sejak
tanggal | Januari 20..... 1%,

Salinan Keputusan Direktor Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada:
Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

Direktur Penindakan dan 'F’enyichkan

Kepala Bira ... 12

Kepala Birg ... “01; dan

Kepala Birg ... 11

G iy

Petikan Kepuitusan: Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada vang bersangkutan untuk diketahui
dan dignnakan sehagaimaia mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal .
an; Direktur Jenderal Bea dan Cukai
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KETERANGAN:
(1) Noraor Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
@) Nama Unil Rerja setingkat Eselon: [

(3) Nomor Peraturan Mentery Kewangan' tentang Mekamisme Penetapan: Jabatan dan Peringkat bagl Pelaksana Pawang
Amjing Pelacak di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai’l

(4) Nomar Peraturan Menteri Keuangan tentang Orgemusasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangen't

(5)  Nomor Peraturan Menteri Keusngan tentang Organisast dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jencderal Bea'dan

Cukai

) Nomor Keputusan Menteri Kemangan tentang Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian
Keuangan I

(7) Notor lajur sesuai dalam tabel lampirdn Keputusan Direktur Jenderal ini,

8) TMT PPAP yang bersangkntan ditetapkan jabatan dan peringkatnya, yaitn pada 1 Jarmari tahon dilaksanakaninya
sidang penilaian,

(9) Pimpinagn Unit Eselon 1 i lingkungan Sekrétamat Jenderal yang menangani perencandan dan kevangas,
(10)  Punpinan Unit Eselon T di lingkungan Sekretariat Jenderal yang nreniangani organisasi.
(11)  Pimpinan Unit Eselon T di lingkungan Sekretariat Jenderal yang menangani' sumber daya:manusia,
(12) Tempat Penistapan Keputusan Penietapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana,
(18) Tanggal Penetapan Reputnsan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana.
(14) Jabaran pimpan unit eselen 11,
(15) Nama piinpindn unit eselon I
(16)  NIP Pimpinan unit eselon I

*) Pada saat akan menyusun Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkar Pelaksana, perlu memperbaliarm Peraturan
sebagaimana pada arigka 3. 4.5 dan 6:

www.peraturan.go.id
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CTUKAT
NOMOR.

TENTANG PENETAPAN KEMBALI JABATAN DAN PERINGKAT
BAG| PELAKSANA PAWANG ANJING PELACAK
BERDASARKAN SIDANG PENILAIAN

DI LINGKUNGAN KARTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL BEA DAN CUKAL ...

JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA PAWANG ANJING PELACAK BERDASARKAN HASIL SIDANG PENILAIAN TAHUN 20XX

Jabatin:dsn B Hasil Evaluasi Tahun 20xx Jabatan té:tﬂ?eringlml
Rema/RIP i ti | Aknrolesi Hasil Uji Talwnan o
No, S & u Keterangan
yang Dinila o 5 Waktu Walktu NEP n Tahun Tahun Terakhir* Usia .
Jebater Peringkat TMT u&.:l xu:?g . PR ey (Tabany | Jabatan | Peringkat
o {Hari) (Hari) Aspek Aspele
Umum Khususa
1) (2) (3] 4] (5) 16) @) (8) __19] (10) (11) (12) (131 (14} (25)
M. Instruktur 3 93 (Baik)- Dekine Instruktur
1. | Fakhul/ Anjing Januari 4 = a08 04 (Baik)- | | AU = 39 Anjing
1979... Pelacak. 2014 93,75 (Baik) Pelacak
Asisten i Asisten
P Meinicko/ Instruktur g 95 (Baik)- Instruktur
2 | jog3.. i J;\;;ﬂ 2 - 200 80 (Sedamg) | v Lutus - 35 ‘Adiing
Pelacak . FPelacak
Pawang L 05 (Baik)- Asisten
Asep| Anging . N sl Lulus- Instruktur
3| j0q0.., Pelacak =Ty - =0 ‘;‘Zﬁﬁ Lodus-Luus | U i Avjing
Serrior B #: Pelacak
Pawang T ) Pawang, Dirckomendasiken
2 Bintang/ Anjing J i 2 120 Q1 (Baik)- Lulns- Tidak N 2 Amjing, untok dimutass
© | 199s... Pelacak ;':;;" 79.25 (Sedarg) Lulus Pelacak menjadi Pelaksana
rnios Junior Umum
5. | dst,

*) Dinrutkan dari hasil penilaian tabun terlama hingga tahun terbaru.

an. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
woans 18
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F. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN KEMBALI PELAKSANA PAWANG ANJING
PELAGAK KARENA PENYBSUAIAN JABATAN DAN PERINGKAT

KEPUTIISAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CURAIT
NOMOR 000

TENTANG

PENETAPAN KEMBAL] PELAKSANA PAWANG ANJING PELACAK
EARENA PENYESUAIAN JABATAN DAN PERINGEAT
DI LINGRKUNGAN KANTOR 'WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CURAT v aiuninl?

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAT,

Menimbang ¢ bahwa dalam rangka pembinaan pegawai sebagai pelaksanaan Peraturan Meriteri Keuangan Nomor i 1
tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Paweng Anjing Pelacak di Lingknngan
Direktarat Jenderal Bea dan Culkaf, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea' dan Cukai tentang
Penctapan Kembali Pelaksana Pawang Aming Pelacak Karena Peryesuaian Jabatan dan Peringkat di Lingkangan
Kantor Wilayall Direktorat.Jenderal Bea dan Cukai wiiis AR Ao )

[Htentang Organisasi den Tata Kerja Kementerian Kewangan;
B tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal

1, Peraturan Menteri Keuangan Nemor .,.,.,
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomior .
Direkiorat Jenderal Bea dan Cukait
3. Peraturan Menteri Keuangan Nontor . /B tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringlkat bagi

Pelakgana Pawang Anjing Pelacak di ngklmgm Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
4, Keputusan Menteri Keuangan NOor ... ® tentang Jabatan dan Permgkat bagi Pelaksana di Kermenterian
Keunangan,

Mengingat i

MEMUTUSKAN:

Menstaplcan :  KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CTKAI TENTANG PENETAPAN KEMBALI PELAKSANA PAWANG
ANJING PELACAK KARENA PENYESUAIAN JABATAN DAN PERINGKAT DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAL ...vvvinsseivininns 15

PERTAMA + Menetapkan Pelaksana Pawang Anjing Pelacak di lingkungan Kantor' Wilayah Direltorat Jenderal Bea dan Cukai
consens, 12 yang namanya sebagaimana tercantum dalam layur ... 7l dengan jabatan dan peringkal schagaimana
dunsksud dalam |ajur ... M dan ... 7 sehagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak

terpisalikan dari Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ifi.

KEDUA » Dalam melaksanakan tugasnya, para Pelaksana Pawang Anjing Pelacak sebagaimana dimaksud dalam Diktom
PERTAMA berpedeman pada uraian jabatan untule masmg-masing jabatan,

EETIGA i Eeputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukal i mulal berlaku pada tanggal ditetapkan.,

Salinan Keputusan: Direktur Jenderal Bea dan Cukal inj disampaikan kepadas:.
Sekretaris DivektoratJenderal Bea dan Cukai;

Direktur Pemndakan dan Penyidikan:

Kepala Bira ... B

Kepala Birg ... l; dan

Kepala Biro ... 1101

Petikan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada yang bersangluitan urituk diketaliui
dan dignnakan sehagahmana mestinya.

el ol

Ditetapkan di/
pada tanggal . L2
LIl Direktur Jenderal Bea dan Cukai

R
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KETERANGAN:
(1) Nomor Keputusan Direkur Jenderal Bea dan Cukai,
(2) Namé Unit Kerja setingkat Eselon [l

(3) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisine Penetapan Jabatan dan Peringleat bagi Pelaksana Pawang
Anjing Pelacak di Lingkungan Direkforat Jenderal Bea dan Culkai’,

(4) Notuor Peraturan Menteri Kenangan tentang Orgamsasi daf Tata Kerja Kemetiteran Keuangan’|

(8) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tafe Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan
Cukail

(6)  Nomor Keputusan Menteri Keuangan tentaig Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian
Keuangan '

7 Nomor lajur sesuai dalam tabel lampiran’ Keputusan Direktur Jenderal ini,

(8)  Pimpinan Unit Eselon Tl di lingkungan Sekretarat Jenderal yang menangant perencanaan dan kewangan,
(9)  Pimpinan Unit Bselon T di lingkinigan Sekretariat Jenderal yang enatigati organisasi.

(10)  Pimpinan Unit Eselon T di lingkungan Sekretariat Jenderal yang menangani' sumber daya:manusia,

(11) Temipat Penetapan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringlkat Pelaksana,

(i2) Tenggal Penetapan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana.

(13) Pimpinan unit eselon 11,

(14) Nama pimpinan unit eselon IL

(15)  NIP Pimpinan unit eselon I

*) Pada saat akan menyusun Keputusan Penetapan Jabatan an Peringkal Pelaksana, perlu meng-update Peraturan
sebagaimana pada‘angka 3, 4.5 dan 6;

www.peraturan.go.id
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o

JABATAN DAN PERINGKAT PAWANG ANJING PELACAK*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAL NOMOR......
TENTANG PENETAPAR KEMBAL PELAKSANA PAWANG ANJING

PELACAK KARENA PENYE!

'SUAIAN JABATAN DAN PERINGKAT DI

LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA

DAN CUKAT

Jabatan Lama Jabiatan dan Bar
Nomor dan Hasil Uji Tohunan o
TMT SK ‘Tahun Terakhirt ' .
g, Raoss (’F?I:‘x:n] | e | e Peringkat Tetzan Mass Wakem Walan Keterangan
dan Teraklurt | Aspek | Awpek | Serie | Placakan | Pelatihan
i Urbwom: | Kinisus, | (PE09) | (Tafiun) | (Teliun)
Teralhir
i) @ @ 0] 6] © [l 8] ©) {19] (i} 12) {131 04
KEP- Instruktur
1 A s | Pawang :
” 1om/1984... a4 (1 Jamasi | tnstrukear | ORERE 93 (Baik) Lulus - 1 102
2017) Juying
Pawang -
KEP- 15 95 (Baik)-
2. | Wewan/1900. [ 27 | (LJemnas | SemorDog | Ammg 80 Dakar 2 301
2013) ot (Sedang)
Pawang
KEP- re 95 (Baik)- | Lulus.
3. | Hudaf1904.,, 98 | (eouen | 08 | Abitg 06 (Baik) | Lulus- . 3 312
2013) e 97 (Baik) | Lulus
4. | dst.
* Pylaksanaan konversi dilaksanakan paling lambaf tanggal 31 Desember 2017.
“ Dinrutkan dari hasil penilaian tahun terlama hingga tatm terbaru. sesuai jumlah tabun yang dibotubkan untuk cvaluasi,
an,  Drrektur Jenderal Bea dan Cukai
e sy
o
e i
M
ENTERI KEUANGAN

.93 -
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